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PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

{Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 179 Tahun 2016, tanggal 20 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

| Menimbang :

36

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
227 Tahun 2015 telah diatur mengenai Perpinda-
han Pegawai Negeri Sipil;

bahwa dengan adanya perkembangan kondisi
saat ini, Pefaturan Gubernur sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman

. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil:

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Namor & Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2013;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sip-

il sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaiman.a
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
63 Tahun 2009; '
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang |
Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ‘ :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PER- |
PINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud

dengan:

1.

7.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai instansi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah .
Khusus Ibukota Jakarta.

" Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Warga Negara Indonesia yang me-
menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pega-
wai Abaratur Sipil Negara secara tetap oleh Pe-
jabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan. :
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya
disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Dae- |
rah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Satuan. Kgrja Perangkat Daerah yang selanjutnya
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disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat |
; SKPD. _
9. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya dising-
kat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
" 10. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah selain
Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Pindahan adalah:
a. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pin- |
dah tugas ke Instansi Lain;
b. PNS Instangi Lain yang melakukan pindah tu-
gas ke Pemerintah Daerah; atau
c. PNS Pemerintah Daerah yang melakukan pin-
dah tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Titipan adalah:
! a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke
| \ Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu;

atau
b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemer-
intah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pan-
gkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan
organisa.si negara untuk mampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
| 14. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, su-
' dah sangat lemah serta berusia di-atas 65 (enam
puluh lima) tahun.
15. Sakit adal?h keadaan yang memerlukan per-
awatan secara intensif dan berkelanjutan.

BAB I
PERPINDAHAN PI(IS KE DAN DARI
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
. Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke
| Pemerintah Daerah

Paragraf 1 |
i Umum
5 Pasal 2
i (1) PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permo-
honan pindah ke Pemerintah Daerah apabila :

i a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah;
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b.

mengikuti atau mengurus orang tua yang su-
dah uzur atau sakit yang bertempat tinggal. di
Daerzh; atau

. mengurus atau melanjutkan harta warisan/
usaha yang ada di Daerah dari orang tua yang |

bertempat tinggal di Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/ .

keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuh-
kan oleh Pemerimah Daerah.

Pasal 3
Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemer-

intah Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan
kebutuhan Formasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 4

(1} PNS yang mengajukan permohonan pindah ke
Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a.

memiliki masa kerja sebagai PNS pal:ng se-
dikit 5 (lima) tahun; ;

memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pem-

bina Kepegawaian Instansi asal atau Pejabat
yang berwenang;

. tidak sedang dalam proses penjatuhar, huku-

man disiplin atau pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuk-
tikan dengan Surat Pernyataan dari Instansi
Asal;

tidak sedang menjalankan tugas belajar atau
wajib tugas pasca menyelesaikan tugas bela-
jar atau ikatan dinas;

semua unsur penilaian prestasi kerja paling
kurang bernilai baik selama 2 {(dua) tahun ter-
akhir;

memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
kebutuhan Formasi pada SKPD di Pemerintah
Daerah sebagaimana yang telah 'ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala BKD;

memiliki usia dan pangkat paling tinggi seb-
agai berikut :

1. 45 (empét puluh lima) tahun, Penata (lll/c)
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untuk formasi jabatan fungsional umum;
2. 45 (empat puluh lima) tahun, Tingkat |

(l1l/d} untuk formasi jabatan fungsional ter- |

tentu, kecuali jabatan fungsional tertentu
dokter spesialis, guru dan dosen; atau

3. 65 .(lima puluh tahun,
Tingkat | (IV/b) untuk formasi jabatan fung-

lima) Pembina

sional dokter spesialis, guru dan dosen.

(2} Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki kea-
nlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pa}agraf 3
Tata Cara
Pasal 5
PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan

. permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus me-

menuhi ketentuan sebagai berikut :

a.

meng‘ajukan permohonan pindah secara tertulis

kepada Gubernur melalui Kepala BKD, yang telah

disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari

Instansi Asal, dengan melampirkan :

1. fotokopi ijazah terakhir sesuai surat keputu-
san mengenai kenaikan pangkat terakhir yang
dilegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang
dilegalisir;

3. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang
dilegalisir;

4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang
dilegalisir;

5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam ja-

batan/penugasan terakhir yang dilegalisir;

fotokopi Kartu Pegawai;

fotokopi Akta Nikah; dan

dokumen yang berkaitan dengan alasan pin-

dah, sebagai berikut :

a) fotokopi keputusan penugasan/penempa-

@ N o

tan suami/istri dari yang ditetapkan oleh :

Pejabat yang berwenang atau pimpinan
perusahaan yang berwenang pada Instansi
Lain tempat suamifistri bertugas/bekerja
yang dilegalisir;

b} surat keterangan sakit atas nama orang tua

(1

(2)

(3)

(m

(2)

dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat
keterangan domisili dari tingkat kelurahan;
c) surat keterangan domisili orang tua dari |
tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk |
dan Kartu Keluarga atas nama orang tua |
khusus bagi pemohon yang alasan pin-
dahnya dikarenakan mengurus orang tua
yang sudah uzur; atau
d) surat waris dari pejabat yang berwenang
dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, surat keterangan domisili dari
tingkat Kelurahan.
mengikuti serangkaian tes/seleksi sesuai dengan
jadwal dan materi yang telah disiapkan.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 6
Seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke |
Pemerintah Daerah harus mengikuti tahapan '
seleksi: -
a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi.
Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan |
kebutuhan dengan ietap berdasarkan prinsip ob-
jektif, transparan dan akuntabel.
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau |
pejabat yang ditunjuk. -

Pasal 7
Seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
BKD.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {1} huruf b dilaksanakan oleh tim

administrasi

pelaksana yang terdiri dari unsur:

a. Akademisi; dan

b. SKPD/UKPD terkait apabila diperiukan sesuai I
kebutuhan.

Pasal 8
Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud
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| dalam Pasal 7 ayat (1) untuk meneliti dan memer-
| iksa :

I a.

P

{2}

{3

(4)

| (1)
(2)

| 13

)

kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang di-
ajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah
Daerah; dan

kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal,
pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan
peiatihan kedinasan PNS pemohon pindah/mutasi

ke Pemerintah Daerah dengan kebutuhan Formasi.

di SKPD/UKPD.

Pasal 9
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) diikuti oleh PNS yang dinyatakan
lulus seleksi administrasi.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliput; :
a. tes kompetensi dasar; dan
b. tes kompetensi bidang.
Tes kompetensi dasar sebagaimana dlmaksud

pada ayat (2) hurut a dilaksanakan untuk menge- |

tahui tingkat kompetensi manaj erial.

Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menge-
tahui tingkét kompetensi substansi sesuai kuali-
fikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan
dan/atau pendidikan kedinasan.

Pasal 10
Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 9 diumumkan secara terbuka melalui website
dan/atau media lainnya serta dilaporkan kepada
Gubernur secara tertulis,
PNS yang dinyatakan lulus seleksi, direkomen-

Pasal 11
Berkas PNS yaﬁg dinyatakan tidak lulus selek-
si perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah
Daerah menjadi arsip Pemerintah Daerah.

Paragraf b
Penetapan Status PNS

Pasal 12
BKD memproses Keputusan Gubernur tentang
Penetapan PNS pindahan dari Instansi Lain ke
Pemerintah Daerah yang telah dinyatakan lulus
seleksi.
Setelah penetapan Képutusan Gubernur seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), BKD mem-
prases penempatan/penugasan PNS pindahan
pada SKPD/UKPD sesuai dengan formasi jabatan

(m

(2)

yang tersedia.

Bagian Kedua
Perpindahan PNS dari Pemerintah
Daerah Ke Instansi Lain
Paragraf 1
" Persyaratan
Pasal 13

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan |
| permohonan pindah ke Instansi- Lain apabila me-

* menuhi persyaratan sebagai berikut :

dasikan untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan |

diproses sesuai dengan ketentuan peraturan pe-

rundang-undangan.

PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat
mengajukan permohonan baru sesuai denQan
tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lu-
lus tes kompetensi.

Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) dapat diajukan paling banyak untuk 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

a. memiliki alasan pindah, diantaranya :

1. mengikuti penugasan suamifistri di luar Dae-
rah;

2. mengikuti atau mengurus orang tua yang su-
dah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di
luar Daerah; atau

3. mengurus atau melanjutkan harta warisan/
usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua
yang bertempat tinggal di luar Daerah.

berstatus sebagai PNS;

memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina |

Kepegawaian Instansi lain yang dituju;

d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau se-
dang menjalani hukuman disiplin;

e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wa-
jib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas:
dan :

f. tidak memiliki keahlian atau pendidikan sesuai
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dengan formasi jabatan yang sangat dibutuhkan
oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan
Pasal 14
PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan

{ permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi
. ketentuan sebagai berikut :

| a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala

SKPD disertai dengan surat persetujuan pindah/
penerimaan dari Instansi Lain yang dituju;

b. mengajukan permohonan tertulis kepada Guber-

nur melalui Kepala BKD dengan melampirkan do-

kumen sebagai berikut :

1. surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD
asal;

2. surat persetujuan pindah/penerimaan cari

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain |

yang dituju;

3. dokumen yang menjadi alasan pindah, dianta-
ranya :

a. fotokopi keputusan penugasan/penempa-
tan suamifistri dari yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang atau Pimpinan
Perusahaan yang berwenang pada Instansi
Lain tempat suami/ istri bertugas / bekerj a
yang dilegalisir;

b. surat keterangan sakit atas nama orang tua
dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat

keterangan domisili dari tingkat Kelurahan; ,'

¢. surat keterangan domisili orang tua dari

tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk '

dan Kartu Keluarga atas nama orang tua

khusus bagi PNS yang alasan pindahnya |
dikarenakan mengurus orang tua yang su- |

dah uzur; atau

d. surat waris dari pejabat yang berwenang |
dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu |
Keluarga, surat keterangan domisili dari |

tingkat Kelurahan. :
4. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan Surat
: Keputusan
Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

PENGUMUMAN/ PERATUR
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5. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
6. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
7. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

8. fotokopi Keputusan penugasan/pengangkatan |

dalam
jabatan terakhir; dan
9. fotokopi Kartu Pegawai.

Pasat 15

Z BKD memproses permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan menyampaikan per-
setujuan atau penolakan secara tertulis.

BAB Ill
PERPINDAHAN PNS ANTAR SKPD/ BIRO
PADA PEMERINTAH DAERAH
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar
SKPD/Biro dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemer-
intah Daerah berdasarkan Formasi pada SKPD/Biro.

Pasal 17
(1) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/
Biro dilaksanakan atas :
a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/ atau
b. permohonan PNS yang bersangkutan.
(2) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/

" Biro berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di- |

laksanakan dalam rangka :

a. pendistribusian PNS dari SKPD/Biro yang me- !

miliki PNS lebih ke SKPD/Biro yang kekuran- .

gan PNS berdasarkan Formasi pada SKPD/ |

Biro;

b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai

dengan kompetensi pengetahuan, keterampi-

lan dan integritas berdasarkan Formasi ja-
batan pada SKPD/Biro;

c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelay-
anan prioritas/unggulan pada SKPD /Biro ter-
tentu;

d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, :
pengembangan kompetensi, perluasan wa-
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wasan) PNS;
€. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan
domisili;

f. penataan organisasi perangkat daerah; dan/ |

atau
g- pelaksanaan larangan beberapa penempatan

PNS yang mempunyai hubungan keluarga .

pada satu SKPD/Biro.
(3} Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/
I Biro atas permohonan PNS sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila:
a. SKPD/Biro yang dituju membutuhkan sesuai
dengan Formasi; dan
b. SKPD/Biro asal menyetujui permohonan pin-
dah/mutasi PNS.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18
Persyaratan PNS Pemerintah Daerah yang
dipindahkan antar SKPD/Biro berdasarkan kebijakan
Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan latar be-

lakang dan tujuan kebijakan pemindahan PNS seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19
PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan

permohonan pindah antar SKPD/Biro sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
! 8. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2

{dua) tahun pada SKPD/Biro asal;
b. mendapatkan persetujuan pindah secara tertulis

dari Kepala SKPD/UKPD/Biro/Kantor asal:
| c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau se-
dang menjalani hukuman disiplin; :
| d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wa-
jib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau
: ikatan dinas;
| e. semua unsur penilaian préstasi kerja paling kurang
| - bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
f: f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan PNS di
SKPD/Biro tujuan.

Paragraf 3

Mekanisme
Pasal 20
(1) Mekanisme permohonan pindah PNS Pemerintah
Daerah ke SKPD/Biro selain SKPD/Biro yang men- |
jadi tempat tugasnya harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

a. PNS mengajukan permohonan pindah secara
tertulis kepada Kepala SKPD/Biro asal:

b. PNS mengajukan permohonan pindah secara !
tertulis kepada Kepala. SKPD/Biro yang dituju
dengan melampirkan kelengkapan berkas :

1. fotokopi ijazah terakhir sesuai Keputusan
Kenaikan pangkat terakhir yang ditegalisir;

2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai
CPNS, keputusan pengangkatan sebagai
PNS, keputusan kenaikan pangkat terakh-
ir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/
penugasan terakhir yang diiegalisir;

3. surat keterangan tidak sedang dalam pros-

. es penjatuhan hukuman disiplin atau se-

dang menjalani hukuman disiplin; dan

4. surat keterangan tidak sedang menjalank-
an tugas belajar atau wajib tugas pasca |
menyelesaian tugas belajar atau ikatan di- |
nas.

c. setelah menerima permohonan pindah seb-
agaimana dimaksud pada huruf b, SKPD/Biro
yang dituju meiakukan seleksi/ penelitian data
sesuai dengan kebijakan SKPD/Biro yang ber-
sangkutan dengan mempertimbangkan for-
masi jabatan can memutuskan untuk disetujui |
atau ditolak;

d. penerimaan atau penolakan dari SKPD/Biro

~ yang dituju disampaikan secara tertulis kepa-
da PNS yang mengajukan permohonan,

e. PNS yang permohonan pindahnya disetujui |
oleh SKPD/Biro yang dituju mengajukan per-
mohonan pindah/mutasi kepada Gubernur u.p
Kepala BKD, dengan melampirkan ketengka-
pan dokumen :

1. surat penerimaan dari SKPD/Biro yang
dituju;dan i
2. dokumen sebagaimana dimaksud pada .
huruf b.
f. BKD melakukan seleksi/penelitian data ter-
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hadap permohonan pindah/mutasi PNS dan
memutuskan permohonan pindah disetujui
atau ditolak yang disampaikan secara tertulis
kepada PNS pemohon; dan BKD memproses
penetapan dan penempatan pindah/mutasi
PNS yang permohonannya disetujui.
{2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara tidak
berurutan.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 21
Seleksi/penelitian/analisa dilaksanakan untuk
meneliti/memeriksa kelengkapan dan keabsahan an-

tara surat permohonan pindah/mutasi dan dokumen

persyaratan dengan dokumen asli dan fakta, serta kes-
esuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan
dan pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan

| dengan Formasi pada SKPD/Biro yang dituju.

Pasal 22
Berdasarkan hasil seleksi/penelitian/analisa
administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak

peimohonan pindah/mutasi PNS antar SKPD /Biro ber-

| dasarkan pertimbangan :

a. adanya hubungan keluarga antara PNS yang
memohon pindah/mutasi pada SKPD/Biro yang
dituju; !

b. permohonan pindah/mutasi bertentangan dengan
kebijakan Pemerintah Daerah tentang pindah/mu-
tasi PNS antar SKPD/Biro;

c. permohonan pindah/mutasi tidak sesuai dengan
persyaratan pindah/mutasi antar SKPD/UKPD se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

d. ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian
yang diajukan oleh pemohon; atau

e. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan
formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS
serta pengalaman penugasan dengan Formasi
pada S¥PD/Biro yang dituju.

BAB IV
PNS TITIPAN
Bagian Kesatu

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Titipan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah
; Paragraf 1
Persyaratan
- Pasal 23
{1 P!\IS dari Instansi Lain yang akan menjadi PNS

Titipan ke Pemerintah Daerah harus memenuhi |

persyaratan sebagai berikut :

a. telah berstatus PNS;

b. mengajukan permohenan tertulis sebagai ke-
pada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Peja-
bat yang berwenang Instansi Asal;

c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau
sedang menjalani hukuman disiplin yang din-
yatakan dengan surat keterangan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ber-
wenang Instansi Asal;

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau |

wajib tugas pasca menyelesaikan tugas be-
lajar atau ikatan dinas yang dinyatakan den-
gan surat keterangan dari Pejabat Pembina

Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang |

Instansi Asal.
(2)
kan permohonan sebagai PNS titipan dari PNS In-
stansi Lain ke Pemerintah Daerah adalah karena :
a. mengikuti penugasan suamifistri di luar Dae-
rah;
b. mengikuti atau mengurus orang tua yang su-
dah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di
luar Daerah; atau

c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/ |

usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua
yang bertempat tinggal di luar Daerah.
(3)

an/penempatan pada Instansi Lain yakni :
Lembaga Negara;

Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia;

- 0 o0 T

di Jakarta;
g. Badan Usaha Milik Negara;
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Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengaju- |

Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana |
dimaksud pada ayat (2} huruf a meliputi penugas- !

Kantor Penghubung Provinsi/Kabupaten/Kota |



PENGUMUMAN /PERATURAN PEMERINTAH

h. Badan Usaha Milik Daerah:

i. Perusahaan swasta menengah atau besar ses-

uai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
'} Organisasi Internasional yang diakui PBB.
(4) instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} harus berdomisili dan berkantor di Daerah.

Paragraf 2
Jangka Waktu
Pasal 24
{1) Jangka waktu PNS titipan pada Pemerintah Dae-
rah selama 1 (satu} tahun, terhitung mulai tang-
gal keputusgn penetapan sebagai PNS titipan
oleh Pemerintah Daerah dan dapat diperpanjang
1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
{2) Apabila PNS titipan ingin memperpanjang masa
titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan
perpanjangan titipan paling lambat 3 (tiga) bulan se-
belum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.
(3} Apabila PNS titipan ingin kembali ke instansi
asal, diwajibkan mengajukan surat permohonan
pengembalian ke instansi asal kepada BKD pal-
’in}g lambat 1 (satu) bulan sebelurn masa berlaku
titipan berakhir. ‘

Paragraf 3
Mekanisme
Pasal 25
PNS Instansi Lain yang mengajukan permo-
honan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. mendapatkan persetujuan menjadi PNS Titipan
pada Pemerintah Daerah secara tertulis dari In-
stansi Asal;

b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan
pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada
Gubernur dengan melampirkan kelengkapan ber-

‘

kas :
1. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS,
. keputusan pengangkatan PNS, keputusan
pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputu-
san jabatan/penugasan terakhir yang dilegali-
sir;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelu-

arga dan Akta Nikah;

3. dokumen yang menjadi atasan pindah, Cianta- |

ranya :
a. fotokopi surat keputusan pPenugasan/pen-
empatan suami/istri dari yang ditetapkan
oleh Pejabat yang berwenang atau pimpi-

nan perusahaan yang berwenang pada |

instansi Lain tempat suami/istri bertugas/
bekerja yang dilegalisir;

b. surat keterangan sakit atas nama orang tua
dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat
keterangan domisili dari tingkat kelurahan:

C. surat keterangan domisili orang tua dari
tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk

= C.an Kartu Keluarga atas nama Orang Tua |
khusus bagi pemohon yang alasan pin- |

dahnya dikarenakan mengurus orang tua
yang sudah uzur; atau

d. surat waris dari pejabat yang berwenang
dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, surat keterangan domisili dari
tianat Kelurahan. \

4. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan |

kedinasan;

5. surat keterangan tidak sedang dalam proses
penjatuhan atau sedang menjalani hukuman
disiplin; dan

6. surat keterangan tidak sedang menjalankan
tugas belajar atau wajib tugas pasca meny-
elesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.

BKD melakukan seleksi/penelitian/ana:isa admin-

istrasi dengan mempertimbangkan formasi ja- |

batan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
persetujuan atau penolakan permohonan menjadi
PNS Titipan dari Pemerintah Daerah disampaikan

secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala |

BKD atas nama Gubernur; dan

BKD memproses penetapan dan penempatan

PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 26
Seleksi/penelitian/analisa administrasi dilak-
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"PENGUMUMAN/PERATURAN PEMER

INTAH _

sanakan untuk menelitiimemeriksa kelengkapan dan
keabsahan antara surat permohonan dan dokumeén
persyaratan dengan dokumen asli, serta kesesuaian
antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan
pelatihan kedinasan serta pengalaman penugasan
dengan Formasi pada SKPD/UKPD.

Paragraf b
Hak
Pasal 27
{1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada
Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerin-
tah Daerah melalui SKPD/UKPD tempat bertugas/
bekerja yang bersangkutan antara lain :
daftar kehadiran;
penilaian kinerja;
prasarana dan sarana kerja/tugas;
aktivitas pekerjaan/tugas;
cuti; dan

~e o0 Qo

kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.

{2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian
lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
menjadi tanggung jawab Instansi Asal.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 28

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan
pada Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban ke-
pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :
a. bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan
d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang
bertaku di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Titipan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 29
(1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan
menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus me-
menuhi persyaratan sebagai berikut :
a. telah berstatus PNS;

b. mendapatkan persetujuan dari Gubern-ur;

c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau
sedang menjalani hukuman disiplin; dan

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau |
tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca '
menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas. |

{2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengaju- |
kan permohonan sebagai PNS Titipan dari PNS |

Pemerintah Daerah ke Instansi Lain adalah kare-

na:

a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Dae-
rah;

b. mengikuti atau mengurus orang tua yang su- :
dah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di
luar Daerah; atau

¢c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/
usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua
yang bertempat tinggal di luar Daerah. '

(3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaima- !
na dimaksud pada ayat (2) huruf a melip-uti |
penugasanipenempatan pada Instansi Lain yakni :

Lembaga Negara;

‘Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;

Perusahaan swasta menengah atau Desar |

T -~ @0 Q0 O

sesuai dengan kualifikasi berdasarkan keten- |
tuan peraturan perundangundangan; dan
i. Organisasi Internasional yang diakui PBB.
{(4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus berdomisili dan berkantor di luar Dae-
rah.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 30
(1) Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang
menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain selama 1
(satu} tahun, terhitung mulai tanggal keputusan
penetapan sebagai PNS Titipan dan dapat diper- |
panjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) Z
tahun.
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| (3)

Apabila PNS Pemerintah Daerah ingin memper-
panjang masa titipan, diwajibkan mengajukan su-
rat pérmo‘hohan perpanjangan titipan dari SKPD
asal paling tambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlaku titipan sebelumnya berakhir.

Apabila PNS Pemerintah Daerah ingin kembali ke
Pemerintah Daerah, diwajibkan mengajukan su-
rat pengembalian titipan dari instansi lain kepada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
paling lambat 1 {satu} bulan sebelum masa ber-
laku titipan berakhir.

Paragraf 3
Mekanisme
Pasal 31

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan |

permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain
| harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

| a.

mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan
pada Instansi Lain secara tertulis Kepala SKPD/
UKPD;

mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada
Instansi Lain secara tertulis kepada Gubernur;

setelah mendapat pesetujuan dari Gubernur, ..

mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan ke-
pada Pimpinan Instansi Lain yang dituju dengan
melampirkan kelengkapan berkas :

1. fotokopi keputusan

gkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan
jabatan/penugasan terakhir vang dilegalisir;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelu-
arga dan Akte Nikah;

3. dokumen yang menjadi alasan pindah, dianta-
ranya :

a. fotokopi keputusan penugasan/ penempa- _:
tan suami/istri dari yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang atau pimpinan |

perusahaan yang berwenang pada Instansi
Lain tempat suamifiszri bertugas/bekerja
yang dilegalisir; :

b. surat keterangan sakit atas nama orang tua

dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu |

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat

keterangan domisili dari tingkat Kelurahan; |

pengangkatan CPNS, |
keputusan pengangkatan PNS, keputusan pan- |

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

(%)

(2)

C. surat keterangan domisili orang tua dari
tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk

dan Kartu Keluarga atas nama orang tua |

khusus bagi pemohon yang alasan pin-
dahnya dikarenakan mengurus orang tua
yang sudah uzur; atau

d. surat waris dari pejabat yang berwenang
dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, surat keterangan domisili dari
tingkat Kelurahan.

4. fotokopi sertifikat pendidikan dan peta-ihan |

kedinasan;

5. surat keterangan tidak sedang dalam proses
penjatuhan atau sedang menjalani hukuman
disiplin; dan '

6. surat keterangan tidak sedang menjalankan
tugas belajar atau wajib tugas pasca meny-
elesaikan tugas belajar atau ikatan dinas. '

persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemer-

intah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain

disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon -

oleh Kepala BKD atas nama Gubernur; dan

BKD memproses persetujuan pei'mohonan PNS
Pemerintah Dasrah menjadi PNS Titipan pada In-
stansi Lain.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 32
Seleksi/penelitian/analisa  administrasi diak-
sanakan untuk meneliti/memeriksa kelengkapan

dan keabsahan antara surat permohonan PNS |
Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada In- |

stansi Lain dan dokumen persyaratan dengan do-
kumen asli.

Seleksi/penelitian/analisa administrasi
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh BKD.

Pasal 33

Berdasarkan hasil seleksi/penslitian/analisa

administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak per-
mohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titi-
pan pada Instansi Lain berdasarkan pertimbangan :

a.

permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi

seb- . |
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&l

{2)

(1)

(2)

Lain tidak sesuai dengan persyaratan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 29; dan

ditemukan pemalsuan dokumen kepegawaian
yang diajukan oleh pemohon.

Paragraf 5
" Hak
Pasal 34
PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titi-

=

pan pada Instansi Lain mempunyai hak dari In- |

stansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai den-
gan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain
tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian
lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Kewajiban
Pasal 35 ‘
PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titi-
pan pada instansi Lain mempunyai kewajiban
terhadap Instansi Lain tempat bertugas/bekerja
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang ber-
sangkutan.
PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titi-
pan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban ter-
hadap Pemerintah Daerah sebagai berikut :
a. mengirimkan daftar kehadiran yang ditan-
datangani oleh atasan atau Pimpinan paling
rendah Pejabat Struktural Eselon Ill;

b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang di- |

tandatangani oleh atasan atau Pimpinan pal-
ing rendah Pejabat Struktural Eselon Ii;

¢. menjaga citra Pemerintah Daerah;

d. melyaporkan kineria yang ditandatangani oleh
atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabét
Struktural Eselon IlI;

e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pe-
jabat ifungsional tertentu yang ditandatangani
oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Peja-
bat Struktural Eselon |lI; dan

f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan per-
panjangan PNS Titipan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Permohonan perpindahan PNS yang telah di-
ajukan sebelum Peraturan Gubernur ini, proses per-

| pindabannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gu-

bernur Nomor 227 Tahun 2015 tentang Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber-
laku, Peraturan Gubernur Nomor 227 tahun 2015 ten-
tang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |

tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.
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